BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang mekanisme penyelesaian masalah
pengangkatan anak secara adat di Desa Eban dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme
Penyelesaian Masalah Pengangkatan Anak Secara Adat Di Desa Eban, Kecamatan
Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan melalui beberapa
proses yakni kepala desa akan menunggu adanya laporan dari orang tua angkat
setelah itu kepala desa mengeluarkan surat undangan kepada orang tua kandung
untuk hadir dalam pertemuan yang sudah dibuat oleh kepala desa. Orang tua
kandung menerima surat undangan tersebut dengan menghadiri pertemuan yang
membahas mengenai tempat dan tanggal pertemuan serta menunjuk orang yang
akan menjadi pihak ketiga.

Saat tiba tanggal pertemuannya maka kedua belah pihak hadir bersama
dengan kepala desa, kepala adat, keluarga dan tetangga sekitar dan juga
menghadirkan pihak ketiga sebagai penuntun jalannya pertemuan guna
menyelesaikan masalah pengangkatan ini. Setelah orang tua kandung dan orang tua
angkat menyampaikan pendapat mereka, orang tua kandung mengakui kesalahan
yang ia lakukan dengan meminta maaf dan memberikan sebotol sopi dan uang
sebagai sumbatannya serta siri pinang sebagai tanda permintaan maaf atas apa
yang sudah mereka lakukan sehingga hubungan antara orang tua kandung dan
orang tua angkatnya serta anak yang diangkat terjalin baik dan tidak ada rasa benci
satu sama lain. Setelah semua tahapan dilakukan maka orang tua kandung

menyerahkan kembali anaknya kepada orang tua angkatnya.
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5.2 Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan terkait pengangkatan anak di Desa

Eban, penulis ingin menyampaikan saran melalui skripsi ini bahwa:

1. Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme
penyelesaian pengangkatan anak secara adat sehingga apabila terjadi kasus
pengambilan kembali anak oleh orang tua kandungnya dapat diselesaikan
dengan berpatokan pada peraturan tersebut.

2. Pemerintah melalui perangkat desa perlu memberikan sosialisasi kepada
masyarakat tentang mekanisme pengangkatan anak agar masyarakat dapat

mengetahui prosedur pengangkatan anak dan pengesahan anak angkat.
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